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ABSTRAK

Judul : Implementasi  Pengelolaan  Lokasi  Binaan  Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Nama : Nyoman Mahendra Suryadinatha

Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta merupakan isu yang
memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,
masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya
dalam penataan sebagian jumlah dari PKL, maka diakomodasi di lokasi yang
bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah prasarana dan sarana untuk
kegiatan usaha mikro milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 5 Lokbin.
Permasalahannya mencakup pada okupansi lokbin yang tidak merata, kurang
patuhnya pedagang terhadap aturan, masih adanya tunggakan pembayaran retribusi
di lokbin dan belum memanfaatkan digitalisasi teknologi secara optimal di lokbin.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Lokasi
Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum
optimal dan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini merupakan
deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi.
Penyajian data yang telah terorganisir dan tersusun dan dilakukan analisa dengan
Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan
Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat belum cukup optimal
dan masih memerlukan rekomendasi dalam perbaikannya. Rekomendasi yang
dihasilkan adalah peningkatan aksesbilitas, perencanaan yang optimal, penerapan
sanksi yang konsisten, sosialisasi mekanisme pengaduan, peningkatan kompetensi
petugas, adanya otoritas tunggal, berkolaborasi dengan media, mendorong
pembentukan paguyuban pedagang, evaluasi rutin pembayaran retribusi,
optimalisasi penggunaan Retribusi Online Sistem (ROS), mendorong penggunaan
platform berjualan online, sosialisasi transformasi digital, dan pengembangan
materi edukasi. Rekomendasi kebijakan perlu dilaksanakan secara sistematis dan
selanjutnya melakukan strategi advokasi berkaitan dengan rekomendasi kebijakan
yang telah diusulkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Lokasi Binaan, Pedagang Kaki Lima
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ABSTRACT

Title . Implementation of Management of Assisted Locations of the
Department of Industry, Trade, Cooperatives, and Small and
Medium Enterprises in the West Jakarta City Administration

Name : Nyoman Mahendra Suryadinatha

Counsellor : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Street Vendor Management in DKI Jakarta is an issue that requires serious
attention from various parties, including the local government, the community, and
business actors. The DKI Jakarta Provincial Government, as an effort to organize
some of the number of street vendors, accommodates them in locations called
Assisted Locations (Lokbin). Lokbin is infrastructure and facilities for micro-
business activities owned by the Regional Government and managed by the
Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the
DKI Jakarta Provincial Government. The West Jakarta Administrative City area
has 5 Lokbin. The problems include uneven occupancy of the Lokbin, lack of
compliance by traders with regulations, the persistence of arrears in payment of
fees at the Lokbin and the lack of optimal utilization of digital technology in the
Lokbin. The purpose of this study is to determine the Implementation of
Management of Assisted Locations of the PPKUKM Office in the West Jakarta
Administrative City area which is not optimal and to produce recommendations for
improvement. This research is a qualitative descriptive study with in-depth
interviews, literature studies and observations. The data presented has been
organized and analyzed using the Public Policy Implementation Theory by Daniel
A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The results of this study indicate that the
implementation of the Management of Assisted Locations by the PPKUKM Office
in the West Jakarta City Administration area is not yet optimal and still requires
recommendations for improvement. The resulting recommendations include
increasing accessibility, optimal planning, consistent application of sanctions,
socialization of complaint mechanisms, improving officer competency, establishing
a single authority, collaborating with the media, encouraging the formation of
trader associations, routine evaluation of retribution payments, optimizing the use
of the Retribution Online System (ROS), encouraging the use of online sales
platforms, socializing digital transformation, and developing educational
materials. Policy recommendations need to be implemented systematically.
Furthermore, an advocacy strategy related to the proposed policy
recommendations should be implemented.

Keywords: Policy Implementation, Assisted Locations, Street Vendors
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia
tentunya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan urban yang penuh
dinamika. Beberapa fenomena yang menjadi perhatian adalah aspek ekonomi dan
keadaan ketenagakerjaan. Mengenai aspek ekonomi, terdapat permasalahan seperti

terkait kemiskinan. Menurut data Badan

Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di bulan Maret 2024 di angka
9,03 persen atau berjumlah 25,22 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah
penduduk miskin menurun 0,68 juta orang. Jika dibandingkan dengan September
2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,14 juta orang. Dari segi
persentase, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54
persen poin terhadap September 2022. Secara umum, jika dilihat kurang lebih
selama 10 tahun, dari periode Maret 2013—Maret 2024, tingkat kemiskinan di

Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Grafik 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Periode Maret 2013-Maret 2024
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(Sumber : Data BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)



Untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia, tentunya dilakukan
langkah yang jelas dan Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi terbaiknya
terkait hal ini. Penanggulangan kemiskinan juga masuk ke dalam fokus reformasi
birokrasi (RB) tematik. Secara keseluruhan RB tematik ini berfokus pada lima hal,
yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting, digitalisasi
pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, serta
pengendalian inflasi. Keberhasilan dalam penanggulangan angka kemiskinan,

tentunya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain kemiskinan, terkait aspek ekonomi, saat ini juga dapat terlihat
mengenai kondisi ekonomi yang lemah dan daya beli masyarakat yang menurun.
Pada periode Juli 2023, Hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank
Indonesia dirilis. Nilai acuan konsumsi masyarakat mencapai skor 123,5, turun dari
skor 127,1 pada Juni 2023 dan skor 128,3 pada Mei 2023. Untuk IEK (Indeks
Ekspektasi Konsumen) Juli 2023, nilai acuan konsumsi masyarakat tercatat sebesar
113,8 dan 133,2, masing-masing lebih rendah dari 116,8 dan 133,2, masing-masing.
Tren penurunan IKK secara beruntun disebabkan oleh persoalan daya beli
masyarakat. Selain itu, dampak inflasi juga dirasakan masyarakat umum dengan

kenaikan bahan-bahan pokok yang terjadi.

Struktur ekonomi Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi Indonesia cukup
bervariasi, mencerminkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda di setiap
daerah dan secara keseluruhan, struktur ekonomi di setiap daerah berkontribusi
pada ekonomi nasional. Kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian, industri,
layanan, dan perdagangan, semuanya berinteraksi untuk membentuk pertumbuhan.
Dari beberapa kontribusi tersebut, juga membuat pertumbuhan ekonomi di masing-
masing daerah berbeda-beda. Secara keseluruhan, pemahaman tentang struktur
ekonomi di 38 provinsi membantu dalam merumuskan strategi pembangunan yang
lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan

berkelanjutan.



Grafik 1.2 Urutan 5 Besar Struktur Ekonomi Tingkat Nasional di TW 1 Tahun
2024

DKl Jakarta 16,96
Jawa Timur 14,46
Jawa Barat 12,93
lawa Tengah 8,43
Sumatra Utara 5,18

(Sumber : Data BPS Tahun 2024)

Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar, juga merupakan pusat bisnis,
keuangan, perdagangan, dan layanan. Jika mengacu kepada UU No 21 Tahun 2023
tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU No 2 Tahun 2024 Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, maka Jakarta akan tidak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Indonesia,
namun tetap menyandang sebagai kota metropolitan dan pusat perekenomian di
Indonesia, yang bahkan saat ini mengarah sebagai kota global. Ketika melihat
pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data Badan Pusat Statisitk, triwulan I-
2024 terhadap triwulan 1-2023 memiliki pertumbuhan sebesar 5,11 persen, dan
untuk di Jakarta sendiri, pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2024 terhadap triwulan

1-2023 memiliki pertumbuhan sebesar 4,78%.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta
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(Sumber : Data BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)



Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif mencerminkan dinamika dan
potensi ekonomi Jakarta. Sebagai pusat bisnis, Jakarta banyak terdapat perusahaan
besar, termasuk multinasional, sehingga mendorong investasi, menciptakan
lapangan kerja, dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan serta
memiliki infrastruktur yang relatif baik untuk mendukung kegiatan bisnis, termasuk
pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan fasilitas transportasi yang terus
berkembang. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jakarta positif, ada beberapa
tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutannya seperti kemacetan

lalu lintas, kesenjangan sosial, masalah lingkungan,

Mengenai aspek keadaan ketenagakerjaan, ada beberapa indikator yang
menggambarkan permasalahan terkait hal ini yaitu : kondisi masih banyak pekerja
di Indonesia yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja yang terus berkembang dimana telah terjadi pergeseran ke arah industri

berbasis teknologi dan digital.

Tabel 1.1 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan
Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)

Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi

Daerah Tempat Dan Komputer (TIK) Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)

Tinggal

Perkotaan 85,69
Perdesaan 69,39
Perkotaan + 7003

Perdesaan

Sumber : Data BPS Tahun 2023

Kemudian juga terdapat sejumlah pengangguran, kita dapat melihat pada
tabel di bawah bahwa rentang usia produktif adalah rentang dengan tingkat
pengangguran tertinggi, dimana rentang tersebut diisi oleh orang yang baru
SMA/SMK ataupun baru lulus kuliah. Walaupun terjadi pola penurunan dari
persentase jumlah pengangguran, namun tetap menjadi prioritas yang diutamakan

dalam penanganannya.



Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur - UB

15-19 239 29,08 25,77
20-24 17,73 17,02 16,85
25-29 9,26 713 7,48
30-34 543 3,70 3,55
35-39 402 2,65 254
40-44 3,42 2,43 182
45-49 3,30 2,33 1,80
50-54 218 2,38 179
55-589 198 2,37 1,52
60 keatas 2,73 2,85 1,28
Rata-Rata 6,482 5,86 5,32

(Sumber :Data BPS Tahun 2024)

Selain itu, juga dengan jumlah penduduk yang terus meningkat di wilayah
DKI Jakarta, Menurut data dari katadata.co.id di bulan desember tahun 2023,
jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa. Hal ini ini tentu
berdampak pada munculnya sejumlah masalah sosial yang harus ditangani oleh
pemerintah dan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta juga
tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia dan
ditambah lagi dengan jumlah pendatang dari luar kota Jakarta. Banyak orang
terlempar dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena
minimnya lapangan pekerjaan, baik karena  kekurangan modal maupun
kemampuan dan pendidikan. Akibatnya, banyak orang beralih ke pekerjaan
informal yang memberikan peluang untuk membiayai dan melanjutkan kehidupan,

seperti menjadi pedagang.



Grafik 1.4 Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia
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Perbandingan antara pekerja formal dan informal di Indonesia menunjukkan
bahwa lebih banyak pekerja informal daripada pekerja formal. Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) adalah salah satu contoh pekerja informal. Data yang
dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi UKM menunjukkan bahwa 119.562.843

unit usaha, atau 98.205.264 orang, berpartisipasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.3 Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2019

) Jumlah Unit Penyerapan
Kategori ) Persentase
Usaha Tenaga Kerja
Usaha Mikro 109.842.384 97.803.659 orang 89,04%
Usaha Kecil 5.930.317 285.248 orang 4,81%
Usaha Menengah 3.790.142 116.357 orang 3,07%
Total UMKM 119.562.843 98.205.264 orang 96,92%

(Sumber : Kementerian Koperasi UKM 2023)

Menurut Laporan Kementerian Koperasi UKM, pertumbuhan UMKM di
Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 8,77 juta unit usaha. Jumlah UMKM di DKI




Jakarta sendiri sebanyak 658.365 unit usaha dan didominasi di kategori sektor
usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar
penting pembangunan ekonomi Indonesia terus didorong agar dapat naik kelas,
sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian, dan
menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sektor UMKM memberikan kontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580

triliun.

Kategori sektor usaha mikro, termasuk juga pedagang kaki lima (PKL). Di
berbagai sudut kota di Indonesia, tentu menghadapi dinamika pengelolaan PKL
yang kompleks. Di satu sisi, PKL dapat berkontribusi pada ekonomi kota dan
dinamika sosial, di sisi lain, mereka juga seringkali menjadi sumber masalah seperti
kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban dan dampak negatif terhadap kebersihan serta
estetika kota. Upaya pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan
ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan beban tambahan bagi

pemerintah daerah.

Pengelolaan PKL di DKI Jakarta merupakan isu yang memerlukan
perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan
pelaku usaha. Selama beberapa dekade, pemerintah kota telah mencoba berbagai
strategi untuk mengatur dan menata PKL, namun seringkali hasilnya tidak
konsisten. Pengaturan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidaknyamanan
bagi masyarakat, kemacetan lalu lintas, dan bahkan kerusakan fasilitas umum.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan PKL adalah bagaimana

menyeimbangkan antara kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintah.



Gambar 1.1 Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta
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Pedagang kaki lima sering kali menghadapi masalah seperti lokasi berjualan
yang tidak stabil dan persaingan yang ketat. Di sisi lain, masyarakat menginginkan
lingkungan yang tertib dan aman, serta akses mudah ke barang dan jasa. Pemerintah
kota perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya mempertimbangkan
kepentingan semua pihak, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang yang

berkelanjutan.

PKL terus meningkat di DKI Jakarta. Para PKL biasanya memilih tempat
usaha mereka di sisi jalan yang ramai dan dilalui orang. Mereka biasanya
membangun dagangnya dengan meja dan tenda seadanya, dan tidak jarang mereka
memakan badan jalan. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang bergerak dari
satu tempat ke tempat lain dengan gerobak dorong, bakul, sepeda, dan bahkan
sepeda motor. Karena itu, para PKL mudah menjual barang mereka. Selain itu,

bekerja sebagai PKL tidak memerlukan modal besar atau keahlian khusus.



Salah satu kebijakan atau aturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
mengatur mengenai PKL adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun
2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut Pasal 1, PKL adalah seseorang yang
melakukan perdagangan dan jasa di tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas
umum, seperti jalan, trotoar, saluran air, saluran hijau, taman, bawah jembatan, dan
jembatan penyebrangan. Sebagai lanjutan dari aturan tersebut, terdapat pula
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mendefinisikan pedagang
kaki lima sebagai individu yang menjalankan bisnis dengan menggunakan sarana
perdagangan bergerak atau tidak bergerak, serta lahan dan bangunan yang dimiliki
oleh pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Gambar 1.2 Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar
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Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta
menyerap tenaga kerja, PKL memainkan peran penting dalam perekonomian lokal.
Berbagai pendekatan pengelolaan PKL yang telah dicoba termasuk relokasi,

penertiban, serta pembentukan kawasan khusus bagi PKL. Meskipun beberapa



strategi ini menunjukkan hasil yang positif, seringkali ada kebutuhan untuk
penyesuaian dan inovasi agar dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 secara teknis mengatur
pengelolaan PKL, termasuk (1) penataan PKL, (2) pendaftaran PKL, (3) penetapan
lokasi PKL, (4) pemindahan dan penghapusan PKL, dan (5) peremajaan PKL.

Dengan rujukan dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
sebagai upaya dalam penataan sebagian jumlah dari Pedagang Kaki Lima (PKL),
maka diakomodasi di lokasi yang bernama Lokasi Binaan (Lokbin). Lokbin adalah
prasarana dan sarana untuk kegiatan usaha mikro milik Pemerintah Daerah yang
ditetapkan sebagai lokasi usaha mikro kecil yang dikelola oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

Salah dasar kebijakan dalam pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) adalah
Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024 tentang
Penetapan Lokasi Usaha Mikro dan Pengelolaan Retribusi Pada Lokasi Binaan dan
Lokasi Promosi Usaha Kecil Menengah. Dalam aturan tersebut, disebutkan
kebijakan penetapan Lokbin, pemungutan retribusi Lokbin dan uraian tugas dari

pejabat pelaksana di lingkungan Dinas PPKUKM dalam pengelolaan Lokbin.

Terkait kebijakan penetapan Lokasi Binaan (Lokbin), Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM memiliki Lokbin yang tersebar di 5 wilayah
kota, dengan total 20 Lokbin di 5 wilayah kota, dengan rincian : 4 Lokbin di Jakarta
Pusat, 2 Lokbin di Jakarta Utara, 5 Lokbin di Jakarta Barat, 3 Lokbin di Jakarta
Selatan dan 6 Lokbin di Jakarta Timur.

Jika dibandingkan dengan wilayah kota lainnya, Jakarta Barat menjadi
wilayah yang memiliki jumlah Lokbin terbanyak kedua setelah Jakarta Timur dan
lebih banyak dibandingan wilayah lainnya. Menurut profil sosio-demografi
ekonomi pedagang kaki lima DKI Jakarta dari hasil survei penyusunan masterplan
DKI Jakarta 2021, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta Barat memiliki persentase
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terbesar yang berdagang di kluster lapak PKL, sehingga hal ini membuat di wilayah
Jakarta Barat menjadi semakin kompleks dalam upaya penanganan PKL. Solusi
yang diperlukan untuk menangani kompleksitas pengelolaan PKL di Jakarta Barat,
salah satunya adalah peningkatan kualitas Lokasi Binaan (Lokbin) yang ada agar
pedagang lebih tertarik untuk menempati lapak yang disediakan dengan lebih

nyaman dan teratur.

Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki rincian sebagai
berikut : (1) Lokbin Kamal, (2) Lokbin Rawa Buaya, (3) Lokbin Bangun Nusa, (4)
Lokbin Meruya Ilir dan (5) Lokbin Taman Kota Intan. Untuk lokasi lokbin tersebar
di 4 kecamatan, yaitu Kec. Cengkareng sebanyak 2 lokbin, yaitu Lokbin Rawa
Buaya dan Lokbin Bangun Nusa dan masing-masing 1 lokbin di Kec. Kalideres
(Lokbin Kamal), Kec. Kembangan (Lokbin Meruya lIlir) dan Kec, Taman Sari
(Lokbin Taman Kota Intan). Untuk uraian tentang kapasitas tengan okupansi

Lokbin sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.4

Beberapa Lokbin di Jakarta Barat, seperti Lokbin Taman Kota Intan,
Tamansari (yang berada di dekat kawasan kota tua) dan Lokbin Kamal, Kalideres
(yang berada di wilayah kelurahan tegal alur), saat ini masuk ke dalam upaya
prioritas pemerintah dalam hal menata pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro
agar dapat beroperasi secara lebih teratur.
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Gambar 1.3 Upaya Penataan PKL Dengan Memanfaatkan Lokbin
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Sumber : detik.com (2025)

Selain itu, Lokbin di Jakarta Barat merupakan salah satu kawasan yang
memiliki beragam aktivitas ekonomi, termasuk dengan adanya Lokbin yang
ditujukan untuk menampung dan memberdayakan para pedagang mikro kecil, yang
tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti Lokbin Rawa
Buaya yang berada di area Rusun Rawa Buaya serta Lokbin Bangun Nusa yang

menjadi pusat grosir perdagangan buah-buahan di Kecamatan Cengkareng.

Dinamika ekonomi di Lokbin wilayah Jakarta Barat juga menggambarkan
dinamika bisnis kategori pelaku usaha mikro, termasuk bagaimana para pelaku
usaha kecil beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, masalah sosial dan ekonomi,
contohnya di Lokbin Kamal dengan persaingan dengan pasar deprok yang dikelola
masyarakat yang berada di pinggir jalan Ini juga dapat memperlihatkan tantangan

12



yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam lingkungan yang terorganisir. Sehingga dari
beberapa penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Lokasi Binaan di wilayah
Kota Adminsitrasi Jakarta Barat sangat patut untuk dilakukan pendalaman lebih

lanjut.

Pertama untuk hal yang dapat dilakukan pendalaman adalah kapasitas dari

masing-masing lokbin dan okupansinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1.4 Kapasitas dan Okupansi Lokbin
di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

. Kapasitas | Kios Terisi Kios Tingka
Nama Lokbin jigliecamatan Total Kios | Pedagang | Kosong | Okupansi
Lokbin Rawa | oo wareng | 446 368 78 | 825%
Buaya
Lokbin Bangun o
NUsa Cengkareng 66 66 0 100%
Lokbin Kamal Kalideres 452 363 89 80,3%
'-Okb”l‘“'\r"er“ya Kembangan | 256 249 7 97,3%
Lokbin Taman .
Kota Intan Taman Sari 228 72 156 31,6%
Jumlah 1448 1118 330

(Sumber : SK Lokbin Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat Tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lokbin di wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat memiliki jumlah total kapasitas 1448 kios, dengan kapasitas
terbanyak berada di Lokbin Kamal sebanyak 452 kios dan kios kosong terbanyak
berada di Lokbin Taman Kota Intan yang hanya diisi oleh sedikit pedagang
sebanyak 72 kios dari total 156 kios. Untuk okupansi, Lokbin Bangun Nusa
memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu diangka 100% dan untuk persentase
yang paling rendah berada di Lokbin Taman Kota Intan, yang hanya berada di
angka 31%.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun

2024, Pejabat Tingkat Suku Dinas memiliki tanggung jawab dalam penataan dan
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pengendalian pelaku usaha di Lokbin. Tidak meratanya okupansi Lokbin di wilayah
Jakarta Barat tentunya menjadi tantangan kedepan, terutama pada Lokbin yang
memiliki okupansi terendah, yaitu Lokbin Taman Kota Intan. Sepinya Lokbin Kota

Intan sudah beberapa menarik perhatian media dalam peliputannya.

Dikutip dari berita detik.com yang berjudul “Peminat Lokbin Kota Intan
Baru 40%, Pemkot Jakbar Jemput Bola PKL Kota Tua”, beberapa alasan yang
membuat Lokbin Taman Kota Intan sepi adalah masih banyaknya celah PKL liar
yang berjualan di area kota tua yang menyebabkan pengunjung enggan ke lokbin
dan lebih memilih berbelanja di PKL liar yang berjualan di area kota tua, posisi
Lokbin yang cukup jauh dari kota tua (kurang strategis) ditambah lagi kurangnya
lintasan kendaraan publik dan kurangnya dukungan rekayasa lalu lintas yang
melewati Lokbin serta banyaknya parkir liar sehingga parkiran lokbin sepi
pengunjung khususnya parkir motor (menurut info dari beritajakarta.id di
pemberitaan 27 januari 2023 terdapat 10 titik rawan parkir liar di area kota tua).
Keseluruhan hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Suku Dinas PPKUKM
Jakarta Barat sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dari Lokbin Taman Kota

Intan.

Gambar 1.4 Pemberitaan Mengenai Lokbin Taman Kota Intan
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Selain itu permasalahan yang ada di Lokbin Taman Kota Intan, ketika
membicarakan Lokbin secara umum terutama terkait tugas yang melekat mengenai
pengelolaan, Lokbin juga menghadapi persaingan dengan ritel modern. Lokbin
yang bentuknya seperti konsep pasar tradisional seringkali kalah bersaing dengan
ritel modern seperti pusat perbelanjaan dan minimarket. Banyaknya pilihan produk
yang tersedia dan ditambah promosi besar-besaran di ritel modern dapat membuat

lokbin kalah dalam persaingannya.

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan
bahwa sebagian besar perusahaan ritel modern meningkatkan jumlah gerai mereka
dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2022, dimana contohnya Indomaret
menambah banyak gerai dari tahun ke tahun. Dari 19.133 unit di 2021 menjadi
21.251 unit di 2022, perusahaan ini menjadi yang terbanyak menambah gerai di
antara anggota Aprindo lainnya. Di sisi lain, gerai Alfamart di 2022 meningkat
menjadi 17.816 unit dari 16.492 unit sebelumnya, dan Alfamidi meningkat menjadi
2.123 unit dari 2.021 unit sebelumnya. Hal ini akan menjadi ancaman serius jika
dalam pengelolaan Lokbin tidak mampu memaksimalkan daya kompetitif yang

dimiliki oleh Lokbin untuk bersaing dengan ritel modern.

Masih dalam kaitannya dengan dasar pengelolaan Lokbin, berpedoman
pada Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024, Pejabat
Tingkat Suku Dinas juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan Lokbin serta
memperhatikan aspek sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan
kesehatan lingkungan. Dalam pengelolaan Lokbin, kurang patuhnya pedagang
terhadap himbauan dan arahan dari pengelola lokbin juga menjadi persoalan.

Lokbin terdiri dari Los dan Kios. Setiap pedagang sudah memiliki
tempatnya masing-masing. Namun di beberapa kasus, terdapat pedagang
menempatkan barang dagangan mereka di luar area kios atau di luar batas yang

sudah ditentukan, sehingga berpotensi mengganggu akses pejalan kaki. Ini
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bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pengelola untuk menjaga

keteraturan dan kenyamanan.

Gambar 1.5 Penempatan Barang Dagangan di Luar Area Kios oleh Pedagang

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2024)

Hal lainnya adalah adanya pedagang yang tidak mengikuti jadwal buka dan
tutup kios. Pedagang tidak mematuhi jadwal operasional yang telah ditentukan oleh
pengelola. Misalnya, mereka membuka atau menutup kios di luar jam yang sudah
ditetapkan, yang bisa mengganggu atau berpotensi menimbulkan permasalahan
keamanan. Ada juga mengenai tidak tertibnya pedagang yang menggunakan area
umum untuk menyimpan barang. Hal ini melanggar peraturan yang mengharuskan
area tersebut tetap kosong untuk kepentingan semua pedagang dan pengunjung.
Hal-hal tersebut adalah permasalahan yang sering diadukan oleh petugas keamanan
Lokbin. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana kurangnya kepatuhan
pedagang terhadap arahan pengelola yang tentunya dapat berpotensi menimbulkan
permasalahan dalam pengelolaan Lokbin.
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Gambar 1.6 Pedagang yang Melewati Jam Operasional Lokasi Binaan

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Faktor kesadaran pedagang dan pengunjung. Meskipun sudah ada tempat
sampah yang disediakan, tidak menjamin bahwa sampah dibuang pada tempatnya,
terutama sisa makanan atau plastik kemasan. Hal ini dapat menyebabkan
lingkungan lokbin menjadi kotor dan tidak terjaga kebersihannya, walaupun ada
arahan dari pengelola untuk menjaga kebersihan. Dikutip dari portal berita
antaranews.com per tanggal 7 mei 2024, Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan
tindakan dan pemberian denda maksimal sebesar Rp.500.000,- kepada masyarakat
(bisa pedagang, pengunjung, atau warga sekitar) yang melangar aturan membuang
sampah sembarangan di TPS Lokbin. Uraian permasalahan tersebut tentu menjadi
tugas yang harus diselesaikan, sejalan dengan kebijakan aturan pengelolaan Lokbin
menurut Surat Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor e-0008 Tahun 2024 yang

harus memperhatikan aspek kebersihan dalam pengelolaan Lokbin.

Hal lainnya di dalam pengelolaan Lokbin, atas penggunaan tempat usaha
pada Lokbin, pedagang pengguna kios/ los di Lokbin dikenakan pungutan retribusi
sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana merupakan
pembaruan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Pungutan retribusi yang gagal dibayarkan oleh pedagang lokbin tentunya
menyebabkan permasalahan lainnya vyaitu tunggakan retribusi pembayaran.

Akibatnya dari pedagang yang tidak membayar atau terlambat membayar retribusi,
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terakumulasi menjadi tunggakan retribusi. Menurut laporan dari piutang retribusi
dari Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat per update bulan Agustus tahun 2024,

berikut adalah laporan tunggakan retribusi untuk 5 lokbin di Jakarta Barat :

Tabel 1.5 Jumlah Tunggakan Retribusi Lokbin di Wilayah Jakarta Barat

Nama Lokbin Kecamatan | Jumlah Piutang Retribusi
Lokbin Rawa Buaya Cengkareng Rp604.000
Lokbin Bangun Nusa Cengkareng -
Lokbin Kamal Kalideres -
Lokbin Meruya Ilir Kembangan Rp11.772.000
Lokbin Taman Kota Intan Taman Sari Rp2.264.000
Jumlah Rp. 14.640.000

(Sumber : Data Retribusi Online Sistem per Maret 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total tunggakan retribusi Lokbin di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp. 14.640.000,- dengan
tunggakan terbanyak berada di Lokbin Meruya Ilir Rp. 11.772.000,-. Beberapa
penyebab dari tunggakan ini antara lain : ketidakpatuhan pedagang, yang mungkin
mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar retribusi, kurangnya kesadaran
mereka dalam membayar retribusi, keterbatasan keuangan pedagang yang mungkin
mengalami kesulitan keuangan yang membuat mereka sulit untuk membayar
retribusi dengan tepat waktu. Ini bisa terjadi karena omset penjualan yang rendah,
ketatnya persaingan dalam berjualan, atau faktor ekonomi lainnya. Penyebab
lainnya, bisa karena kurang tegasnya aturan maupun sanksi terhadap para pedagang

penunggak retribusi.

Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi teknologi oleh pedagang dalam
berjualan di lokbin juga menjadi salah satu permasalahan. Pedagang lokbin yang
belum memanfaatkan digitalisasi teknologi dalam berjualan karena menghadapi
tantangan dan keterbatasan. Perubahan paradigma pola konsumen yang beralih ke
belanja daring daripada berbelanja langsung ke Lokbin, karena melihat dari

kemudahan dalam berbelanja dan ditambah lagi efek dari pandemi covid 19.
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Perubahan perilaku dalam transaksi bisnis antara penjual dan pembeli dari
transaksi offline menjadi transaksi online semakin meningkat sebagai akibat dari
pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok digital
immigrant, yang terdiri dari pelanggan di atas usia 35 tahun yang mulai belajar dan
mengikuti perkembangan digital, termasuk belanja online. Dari 20% pada tahun
2020 menjadi 27,1% pada tahun 2022, konsumen berusia lebih dari 35 tahun
meningkat, menurut laporan dari Katadata dan Kredivo (2023). Usia lanjut ini mulai
beradaptasi dengan layanan e-commerce. Bisa dikatakan bahwa pandemi COVID-
19 telah membuat orang lebih tua menyadari perubahan dalam cara mereka
berbelanja online. Lebih dari 70% dari perilaku belanja online pada tahun 2022
dilakukan oleh Gen Z dan Milenial, dengan rentang usia 26-35 tahun, sebagaimana
dikutip dari Katadata & Kredivo (2023). Keterbatasan pengetahuan digital
dikarenakan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk
memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Pedagang lokbin yang cenderung
sudah berusia tua tersebut belum terbiasa dengan penggunaan komputer, internet,

atau aplikasi smartphone.

Atas dasar segala uraian di atas maka peneliti mengajukan judul
“Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat”

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil uraian tentang permasalahan dengan beberapa fakta pendukung
di atas, berikut adalah hasil identifikasi masalah yang ditemukan :

1. Okupansi lokasi binaan (Lokbin) yang tidak merata. Masih terdapat
ketimpangan tingkat keterisian di lokbin Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta
Barat, antara satu lokbin dengan lokbin lainnya memiliki okupansi yang
berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam pengelolaan dan

penataan lokasi binaan agar lebih optimal dalam aspek okupansi.
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2.

C.

Kepatuhan pedagang terhadap aturan yang masih rendah. Ditemukan bahwa
sebagian pedagang masih belum mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku
di lokbin. Sehingga hal ini dibutuhkan evaluasi dalam komitmen kepatuhan
pedagang terhadap kebijakan yang berlaku.

Tunggakan pembayaran retribusi pedagang diperlukan pembenahan di lokasi
binaan. Masih terdapat pedagang yang belum melunasi kewajiban pembayaran
retribusi serta tantangan dalam pembayaran retribusi secara rutin bisa
menimbulkan penumpukan piutang dan kompleksitas permasalahan.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital di lokasi binaan. Penggunaan
sistem digital yang mencakup pembayaran non-tunai dan platform berjualan
online yang belum optimal dapat menimbulkan hambatan dalam memajukan

pedagang lokasi binaan.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah permasalahan

pengelolaan lokasi binaan di wilayah kota administrasi jakarta barat. Berdasarkan

uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di
wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat belum berjalan optimal ?

Apa Rekomendasi Perbaikan dalam Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan
Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Implementasi
Pengelolaan Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi

Jakarta Barat Belum Optimal.

Untuk Menghasilkan Rekomendasi Perbaikan pada Implementasi Pengelolaan
Lokasi Binaan Dinas PPKUKM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
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E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan konsep operasional,
dan naskah akademik yang sangat penting untuk peneliti, praktisi dan pengambil
kebijakan terkait Implementasi Pengelolaan Lokasi Binaan di wilayah Kota
Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana strategi
pengelolaan dapat berkontribusi pada pembangunan kota yang berkelanjutan dan
inklusif. Ini termasuk mempertimbangkan dampak terhadap kualitas hidup

masyarakat, lingkungan, serta potensi ekonomi lokal.

Dengan mempelajari implementasi pengelolaan Lokbin di Jakarta Barat
secara komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
rekomendasi yang praktis dan berbasis data untuk pemerintah kota dan pemangku
kepentingan lainnya. Rekomendasi tersebut akan berfokus pada pencapaian
keseimbangan antara pengaturan, pemberdayaan pedagang, dan kepentingan
masyarakat umum. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya berdampak
pada pengelolaan Lokbin di Jakarta Barat, tetapi juga dapat memberikan pelajaran

berharga bagi wilayah kota lain di Jakarta yang memiliki lokbin.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi
pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan Lokbin, serta
meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat dalam pengaturan
kegiatan ekonomi informal di kawasan urban. Dengan pendekatan yang terintegrasi
dan berbasis bukti, diharapkan solusi yang diusulkan dapat berkontribusi pada

terciptanya kota yang lebih tertib, aman, dan inklusif bagi semua warganya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk kajian implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di
Wilayah Jakarta Barat berdasarkan pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A.

Sabatier, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah
Jakarta Barat belum optimal dikarenakan dari faktor dimensi variabel
karakteristik masalah : Harapan perubahan perilaku pedagang untuk
membayar retribusi tepat waktu masih sulit tercapai, Perubahan perilaku
pedagang sangat bergantung pada pendekatan persuasif dan kebijakan yang
disesuaikan dengan kebutuhan mereka, Keberhasilan kebijakan tergantung
pada sejauh mana pedagang dapat beradaptasi dengan kebijakan baru,
Sebagian pedagang masih mengandalkan cara-cara tradisional dalam
berdagang dan menunjukkan adanya tantangan dalam hal adopsi teknologi
baru; Selanjutnya Daya dukung peraturan Variabel non-peraturan
Implementasi tujuan kebijakan tidak sepenuhnya konsisten di lapangan,
Upaya tujuan dalam mengoptimalkan pengisian los dan kios di Lokbin masih
cenderung belum terlaksana, Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
menghambat efektivitas implementasi kebijakan; dan dimenasi variabel non-
peraturan : Sikap pedagang yang kurang memahami kebijakan serta
keterbatasan mereka dalam mengakses informasi membuat kepatuhan
rendah; Komitmen pejabat pelaksana untuk saling berkolaborasi dan
bersinergi masih kurang sehingga memperlambat perubahan yang diinginkan

dalam penataan dan pengelolaan Lokbin, Masih terdapat resistensi dari
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2)

B.

masyarakat, khususnya pedagang kaki lima (PKL), untuk direlokasi ke lokasi
binaan karena dianggap kurang strategis secara akses dan pelanggan.

Rekomendasi kebijakan sebagai upaya perbaikan Implementasi pengelolaan
Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (PPKUKM) di Wilayah Jakarta Barat agar lebih optimal
yang mencakup untuk perbaikan variabel peningkatan okupansi lokasi
binaan: Penempatan pedagang, melibatkan sektoral lain, peningkatan
aksesibilitas, evaluasi rutin, perencanaan yang optimal, penerapan sanksi
yang konsisten, mendorong kolaborasi, perbaikan mekanisme pengaduan,
fasilitasi akses pasar; selanjutnya untuk perbaikan komitmen pedagang pada
peraturan : peningkatan kompetensi petugas, konsistensi dalam penerapan
aturan, koordinasi terpadu, ketersediaan sumber daya yang memadai,
menetapkan prosedur yang jelas, berkolaborasi dengan media, mendorong
pembentukan komunitas/paguyuban pedagang dan melakukan edukasi
kepada pedagang; selanjutnya upaya perbaikan pembayaran retribusi piutang:
peningkatan komitmen pedagang terhadap aturan. Koordinasi dan evaluasi
rutin pembayaran retribusi, optimalisasi penggunaan Retribusi Online Sistem
(ROS), mengadakan pelatihan manajemen keuangan, sosialisasi kebijakan
retribusi, memberikan apresiasi capaian penarikan retribusi, dan identifikasi
pedagang yang mengalami kesulitan ekonomi; dan untuk upaya perbaikan
pada transformasi digital : Memberikan pelatihan dan pendampingan,
mendorong penggunaan platform berjualan online, fasilitasi konektivitas
internet gratis, sosialisasi transformasi digital, dan pengembangan materi

edukasi.

Saran

Untuk kajian implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) di

Wilayah Jakarta Barat berdasarkan pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A.

Sabatier, berikut yang dapat disarankan :
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Dari hasil rekomendasi kebijakan yang sudah dibuat dalam rangka

implementasi pengelolaan Lokasi Binaan (Lokbin) Dinas PPKUKM di

wilayah Jakarta Barat, dapat dilakukan dengan mulai menyusun program

Kebijakan Lokasi berbasis pemanfaat yaitu pedagang Lokbin Dinas

PPKUKM di wilayah Jakarta Barat, kemudian melakukan pembaruan

program kebijakan berbasis rekomendasi yang sudah diberikan, menjalin

kerja sama yang berkelanjutan serta melakukan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala. Hal konkrit yang dapat diaplikasikan oleh Suku

Dinas PPKUKM Jakarta Barat terkait hal ini mencakup :

a. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Lokasi Binaan

b. Mengagendakan rapat koordinasi dengan Unit Sektoral dan Pimpinan
Wilayah secara rutin dalam pembahasan lokasi binaan.

c. Membuat rapat koordinasi evaluasi rutin jajaran Suku Dinas PPKUKM
Jakarta Barat dalam pembahasan lokasi binaan terkait : okupansi lokasi
binaan, komitmen pedagang terhadap aturan, pembayaran retribusi dan
transformasi digital lokasi binaan.

d. Membuat kerja sama dan kolaborasi terpadu dengan instansi baik dari
BUMN, BUMD, Sektor Swasta, Kampus dan Media untuk program di
Lokasi Binaan.

e. Mendorong pembentukan komunitas/paguyuban pedagang di setiap
lokasi binaan.

Melakukan strategi advokasi berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang
telah diusulkan dengan mencakup langkah-langkah sosialisasi dan kampanye
serta workshop, membentuk Focus Group Discussion (FGD), pemanfaatan
media dan menyinergikan penerapan kebijakan tentang rekomendasi
pengelolaan kebijakan Lokbin Dinas PPKUKM di wilayah Jakarta Barat
dengan kebijakan tingkat provinsi.
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